BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses untuk memastikan bahwa hukum
yang telah ditetapkan dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat.
Dalam konteks pengelolaan tata ruang, penegakan hukum bertujuan untuk
menindak segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan tata ruang dan
penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Penegakan hukum
yang efektif tidak hanya bergantung pada penerapan sanksi, tetapi juga pada
upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku pembangunan
mengenai pentingnya mengikuti aturan yang ada (Cindy Cintya Lauren, 2019:

31-34).

Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum adalah adanya kejelasan
dalam peraturan yang mengatur tata ruang dan tata ruang. Peraturan yang jelas
dan mudah dipahami akan mempermudah pelaksanaan dan pengawasan
terhadap pelanggaran. Pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang dalam
pengelolaan tata ruang diharapkan dapat menyusun dan menerbitkan peraturan
tata ruang dengan baik, serta memastikan bahwa peraturan tersebut dapat

diakses dan dimengerti oleh semua pihak yang terlibat dalam pembangunan.

Di samping itu, penegakan hukum juga membutuhkan pengawasan yang
ketat untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan

rencana tata ruang yang telah disusun. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui
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inspeksi rutin atau monitoring terhadap proyek-proyek pembangunan yang
sedang berjalan. Dengan adanya pengawasan yang memadai, pelanggaran dapat
terdeteksi lebih dini dan tindakan korektif dapat segera diambil. Dalam hal ini,
peran instansi terkait, seperti dinas tata ruang dan pemerintah kota, sangat
penting untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan tata ruang yang baik (Zulaiha,

2021: 32).

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemerintah daerah memiliki
kewenangan untuk menyusun dan menegakkan peraturan daerah yang sesuai
dengan kebutuhan wilayahnya masing-masing. Hal ini termasuk dalam pengaturan
tata ruang dan pengendalian pembangunan, yang harus merujuk pada prinsip
otonomi daerah (Agus Riewanto, Andy Omara 2023 : 120). Sedangkan, dalam
konteks pertanahan, penegakan hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga
ketertiban administrasi, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial bagi
masyarakat. Penegakan hukum agraria harus berjalan secara tegas namun tetap
menjunjung asas musyawarah dan perlindungan hukum bagi warga yang memiliki
hak atas tanah (Isnaini and Lubis 2020 : 37).

Tindak lanjut terhadap pelanggaran peraturan tata ruang harus dilakukan
dengan pemberian sanksi yang sesuai dan tegas. Sanksi ini bisa berupa denda,
pembongkaran bangunan yang melanggar, atau penghentian sementara kegiatan
pembangunan. Penegakan sanksi yang tegas tidak hanya memberikan efek jera
kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga menunjukkan Keseriusan pemerintah
dalam menegakkan peraturan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang dilakukan

harus konsisten dan tidak diskriminatif, serta harus mengutamakan keadilan bagi
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Penegakan hukum dalam konteks pembangunan perumahan dan properti
yang melanggar peraturan tata ruang bukan hanya sekedar menjalankan aturan,
tetapi juga sebagai Upaya untuk menciptakan kota yang terencana dan
berkelanjutan. Dengan penegakan hukum yang efektif, pelanggaran terhadap tata
ruang - dapat diminimalkan, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat
memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
Penegakan hukum yang kuat akan menciptakan rasa keadilan dan kepastian
hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan di Kota Tangerang.

Pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang harus bersifat kolaboratif dan
partisipatif, melibatkan tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat dan
organisasi non-pemerintah sebagai bentuk kontrol sosial terhadap ruang kota (Arba
2017 : 52). Hal ini penting untuk menjamin pembangunan yang sesuai dengan asas
keadilan spasial dan hak masyarakat terhadap lingkungan yang aman dan tertib.
Dengan adanya pengawasan yang kuat dan koordinasi antar lembaga, penegakan
aturan tata ruang akan lebih efektif dan mampu mencegah munculnya konflik. Oleh
karena itu, penguatan sistem pengawasan tata ruang serta perlindungan hukum atas
kepemilikan tanah yang sah merupakan syarat utama bagi terselenggaranya
pembangunan perumahan yang adil dan berkelanjutan,

. Tinjauan Umum tentang Pembangunan Perumahan

Di Indonesia, pembangunan kawasan perumahan mengalami pertumbuhan
yang pesat seiring dengan pertumbuhan populasi. Namun, pertumbuhan tidak
selalu seimbang dengan infrastruktur sosial, ekonomi, dan ekologi yang cukup.

Sebagai salah satu daerah penyangga Jakarta, Kota Tangerang menghadapi



masalah serupa dengan pengembangan kawasan perumahan. Ada banyak
kebutuhan  tempat tinggal di Kota Tangerang, dan salah satu penyebab utama
masalah lingkungan adalah kebutuhan tersebut. Jumlah perumahan yang
diselenggarakan dan pem bangunan di Indonesia saat ini meningkat seiring dengan
jumlah orang yang membutuhkan tempat tinggal. Akibatnya, jumlah lahan hijau
telah berkurang dan diganti dengan lahan hunian. Meskipun peningkatan jumlah
penduduk menyebabkan permintaan akan hunian meningkat, ketersediaan lahan
yang terbatas di perkotaan meningkatkan harga tanah dan berdampak pada lokasi
pembangunan perumahan. Selain itu, regulasi dan kebijakan pemerintah, seperti
peraturan tata ruang, izin pembangunan, serta subsidi perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah, turut berperan dalam menentukan perkembangan sektor
ini.

Pembangunan perumahan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan
penyediaan tempat tinggal, tetapi juga melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi,
dan lingkungan. Dalam konteks urbanisasi yang cepat, terutama di daerah
perkotaan seperti Kota Tangerang, tantangan dalam pembangunan perumahan
menjadi semakin kompleks. Ketersediaan lahan yang terbatas di area perkotaan
membuat harga tanah meningkat, sehingga menuntut kebijakan yang efektif dari
pemerintah dalam menyediakan perumahan yang terjangkau (Badan Pusat
Statistik, 2020). Faktor yang mempengaruhi pembangunan perumahan; Faktor
ckonomi, termasuk harga bahan bangunan, biaya tenaga kerja, dan akses
pembiayaan, juga menjadi aspek krusial dalam pembangunan perumahan. Di sisi

lain, perkembangan teknologi mendorong inovasi dalam metode konstruksi serta
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terjadi akibat lemahnya pencatatan hak atas tanah atau akibat pemanfaatan lahan
tanpa seizin pemilik sah, yang dalam praktiknya menjadi hambatan signifikan
dalam pelaksanaan tata ruang (Sumardjono, 2017 : 80-89). Dengan demikian,
perizinan dalam pembangunan perumahan tidak hanya sebagai syarat formalitas
administratif, tetapi merupakan bagian integral dari sistem penataan ruang yang
bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pelaksanaannya menuntut adanya sinergi
antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat agar pembangunan berjalan
secara legal, tertib, dan sesuai dengan prinsip keadilan ruang.
C. Tinjauan Umum tentang Peraturan Tata Ruang Perumahan
Tata ruang perumahan adalah pengaturan tata guna lahan yang
diperuntukkan untuk hunian dengan mempertimbangkan berbagai hal, seperti
lingkungan, kepadatan penduduk, dan ketersediaan infrastruktur pendukung.
Tujuan tata ruang ini adalah untuk membuat pemukiman yang nyaman,
terorganisir, dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Tata ruang mengurangi
kemungkinan konflik penggunaan lahan karena setiap wilayah dapat memiliki
peruntukan yang jelas. Peraturan tata ruang perumahan didasarkan pada konsep
penataan ruang yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perencanaan tata
ruang harus mempertimbangkan kebutuhan perumahan bersama dengan faktor
sosial, ekonomi, dan ekologis. Selain itu, tata ruang memastikan bahwa
perumahan dibangun di lokasi yang memiliki akses yang baik ke fasilitas umum
seperti jalan, transportasi, dan utilitas dasar lainnya.

Tata ruang perumahan juga merupakan bagian penting dari perencanaan tata

ruang yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang teratur dan
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berkelanjutan. Tata ruang diperlukan untuk mengelola pertumbuhan urbanisasi
yang cepat dan mencegah masalah sosial yang timbul akibat perencanaan yang
buruk (Murdock, J., & Fuchs, C, 2018: 99- 103). Tata ruang yang efektif mampu
memastikan bahwa area perumahan memiliki akses yang memadai ke fasilitas
publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi, yang semua elemen
tersebut berkontribusi pada kualitas hidup masyarakat.

Lebih jauh, tata ruang perumahan juga membantu dalam menjaga kelestarian
lingkungan. Perencanaan yang berbasis tata ruang dapat meminimalisir dampak
negatif dari pembangunan terhadap ekosistem (Jacobs, J, 2016: 27). Dengan
mengidentifikasi daerah yang seharusnya dilindungi, peraturan tata ruang
berperan dalam menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah pencemaran yang
dapat merugikan kesehatan masyarakat, Proses ini harus melibatkan pemangku
kepentingan, termasuk masyarakat, untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka
juga dipertimbangkan.

Tata ruang perumahan ini dapat mencakup berbagai jenis hunian tergantung
pada kepadatan yang diizinkan di suatu wilayah. Misalnya, di kawasan
perkotaan, hunian vertikal seperti apartemen dan rumah susun dapat termasuk,
sementara di pinggiran kota, perumahan tapak dengan kepadatan lebih rendah lebih

umum. Oleh karena itu, tata ruang perumahan membantu dalam pembagian
hunian yang lebih efisien dan sustainable. Namun, dalam pelaksanaannya, masih
ada beberapa masalah yang harus diselesaikan, termasuk ketidaksesuaian
kebijakan dengan perkembangan wilayah dan kurangnya koordinasi antara

pemerintah pusat dan daerah saat menetapkan kebijakan tata ruang. Oleh karena
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itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk memastikan bahwa peraturan tata

ruang perumahan berfungsi dengan baik dan menguntungkan semua orang.

Oleh karena itu, Peraturan tata ruang perumahan Indonesia didasarkan pada
beberapa peraturan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang mengatur tata cara perencanaan dan
pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk tata ruang perumahan dan Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menetapkan prinsip
dasar tentang pemanfaatan ruang. Peraturan Daerah (Perda) mengenai Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).

Penerapan tata ruang perumahan dapat berimplikasi pada pengurangan risiko
bencana. Dengan mengatur fungsi ruang secara sistematis, tata ruang dapat
berperan dalam mendistribusikan penggunaan lahan di daerah yang aman dari
bencana, sehingga mengurangi kerugian yang dihadapi oleh masyarakat.
Adanya pembagian yang jelas antara kawasan hunian, industri, dan area terbuka
hijau dapat meminimalisir potensi dampak bencana alam (Yulianto, R., &
Sitompul, A, 2020: 28).

Pembangunan perumahan yang tidak didukung oleh legalitas agraria yang
kuat berisiko melanggar prinsip tata ruang dan keadilan sosial. Dalam hal ini,
hukum agraria bukan hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga memuat
prinsip keadilan distribusi tanah, pengakuan hak ulayat masyarakat adat, dan
perlindungan terhadap tanah produktif. Ketidaksesuaian antara rencana tata ruang

dengan struktur kepemilikan tanah di lapangan menjadi salah satu faktor pemicu
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terjadinya konflik antara pengembang dan pemilik lahan (Sutedi 2016 : 72).

Konflik tersebut bisa bersifat Peraturan Daerahta atau administratif, dan
dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Penyelesaian konflik
agraria memerlukan pendekatan interdisipliner yang melibatkan aspek hukum,
sosial, dan politik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penataan ruang dan
pembangunan kawasan permukiman, keterpaduan antara hukum agraria dan hukum
tata ruang harus dijadikan pedoman utama agar pelaksanaan pembangunan berjalan
tertib, adil, dan berkelanjutan (Isnaini and Lubis 2020 : 98).

Sengketa penguasaan tanah dalam pembangunan perumahan di wilayah
perkotaan merupakan permasalahan yang kerap muncul akibat ketidaksesuaian
antara kepemilikan tanah dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Masalah ini muncul ketika pengembang
memanfaatkan lahan yang secara legal masih menjadi milik orang lain, atau ketika
pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan izin tata ruang yang berlaku.
Sengketa semacam ini umumnya menimbulkan konflik antara aspek kePeraturan
Daerahtaan dengan kebijakan publik.

Sengketa tanah dalam pembangunan erat kaitannya dengan lemahnya
sistem kontrol dalam proses pengadaan tanah dan penegakan peraturan tata ruang.
ILemahnya pengawasan ini dapat terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia,

tumpang tindih kewenangan, atau minimnya koordinasi antarinstansi yang
berwenang melakukan pengawasan tata ruang (Isnaini and Lubis 2020 : 90). Selain

itu, beberapa pengembang cenderung mengambil celah hukum dengan

memanfaatkan kelonggaran prosedur administratif dalam proses perizinan.
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pidana dalam praktik. Kelemahan dari penelitian ini adalah belum melibatkan

pandangan langsung dari aparat penegak hukum atau pemangku kepentingan di

daerah, sehingga Pemetaan tantangan penegakan hukum belum sepenuhnya

komprehensif (Panca Subagyo, 2021: 37-52).

Ketiga, hasil penelitian oleh Muhar Junef dalam artikelnya yang berjudul
Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan
Pembangunan Berkelanjutan, menyimpulkan bahwa penegakan hukum tata ruang
di Indonesia masih sangat lemah dan belum mampu menekan pelanggaran tata
ruang secara signifikan. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji
hubungan antara pelaksanaan hukum dan realitas pelanggaran yang terjadi, seperti
pengubahan rencana tata ruang demi kepentingan investasi. Penelitian ini
menekankan pentingnya integrasi antara sanksi administratif, perdata, dan
pidana guna menciptakan kepatuhan hukum yang berkelanjutan. Kelebihan
penelitian ini adalah fokus pada aspek hukum lingkungan dan keberlanjutan,
namun kelemahannya adalah tidak adanya data lapangan atau perspektif dari
masyarakat terdampak, yang membuat analisisnya kurang menyentuh sisi sosial
dari penataan ruang (Muhar Junef, 2020: 11-20).

Keempat, hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Alifi Haqi Bayhagqi
(2020) dalam E-Journal Unesa Jurnal Untag SMG dengan judul “Penegakan
Hukum terhadap Pelanggaran Izin Alih Fungsi Bangunan di Kabupaten Sidoarjo™.
Metode penelitian yang digunakan Yuridis empiris dengan pendekatan yuridis
sosiologis. Hasil Penelitian menunjukan bahwa pelanggaran alih fungsi bangunan

dari hunian menjadi ruko di Kecamatan Candi, Sidoarjo. Meskipun Peraturan









